BAB VI
PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan

bahwa;

1.

Tahap Perencanaan keuangan pada Desa Naimana, Kecamatan Malaka
Tengah, Kabupaten Malaka mulai dari RPJMDes, RKPDes dan
APBDes secara garis besar telah disusun sesuai dengan Permendagri
Nomor 113 Tahun 2014.
Tahap Pelaksanaan keuangan pada Desa Naimana, Kecamatan Malaka
Tengah, Kabupaten Malaka Belum sesuai dengan Permendagri No 113
Tahun 2014 dikarenakan penggunaan biaya tak terduga oleh Desa
Naimana tidak melampirkan rincian anggaran biaya yang telah
disahkan oleh Kepala Desa dan Pemerintah Desa Naimana tidak
menggunakan buku pembantu kas kegiatan.
Tahap Penatausahaan belum sesuai dengan Permendagri No 113
Tahun 2014, karena penatausahaan penerimaaan dan pengeluaran Desa
Naimana hanya menggunakan buku kas umum dan buku kas Bank.
Tahap Pelaporan keuangan Desa Naimana, Kecamatan Malaka
Tengah, Kabupaten Malaka sudah sesuai Permendagri Nomor 113
Tahun 2014 karena Desa Naimana tidak mengalami keterlambatan
pada saat pelaporan.
Tahap Pertanggungjawaban belum sesuai Permendagri Nomor 113

Tahun 2014 dikarenakan pada Desa Naimana hanya tersedia papan
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pengumuman untuk menginformasikan tentang realisasi APBDesa dan
Desa Naimana hanya mempunyai Format rancangan peraturan Desa
tentang APBDesa, rancangan anggaran biaya, surat permintaan
pembayaran, pernyataan tanggungjawab belanja dan laporan realisasi
pelaksana APBDesa pada semester akhir.
6.2 Saran
Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan yang telah
dikemukakan, maka peneliti dapat memberikan saran yang diharapkan dapat
memberikan manfaat kepada pemerintah Desa Naimana, Kecamatan Malaka
Tengah, Kabupaten Malaka terkait pengelolaan keuangan desa
a. Pemerintah Desa perlu mengupayakan agar mempunyai buku kas
pembantu pajak,
b. Pemerintah Desa perlu menyediakan sarana informasi seperti radio komunitas,

dan media informasi lainnya.
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